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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi permohonan dari pemohon serta apa yang 

menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan Judicial 

Review Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif, dimana obyek 

penelitiannya adalah Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 Tentang Pengujian Undang-

Undang No 8 Tahun 2010 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta dengan pengumpulan 

data dengan cara studi kepustakaan dari beberapa literatur baik berupa buku-buku, jurnal-

jurnal, internet serta referensi lain yang relevan dan tepat guna menjawab rumusan masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, keberadaan substansi dan penjelasan Pasal 74 Undang-

Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang yang diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 oleh pemohon dan permohonan tersebut diterima serta dikabulkan seluruhnya 

oleh hakim Mahkamah Konstitunsi yang tertuang dalam surat putusan Nomor 15/PUU-

XIX/2021. Sehingga pada putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juni 2021 

No.15/PUU-XIX/2021 Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan serta 

mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 

Kata Kunci : PPNS, Pencucian Uang, Mahkamah Konstitusi 

  

Abstract 

This study aims to determine the contents of the petition from the applicant and what the 

judges of the Constitutional Court consider in deciding the application for Judicial Review of 

Law Number 08 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money 

Laundering against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Research Methods 

used normative juridical, where the object of research is the Constitutional Court Decision 

Number 15/PUU-XIX/2021 concerning the Testing of Law No. 8 of 2010 on the 1945 

Constitution and by collecting data by means of a literature study from several literatures in 

the form of books. , journals, internet and other relevant and appropriate references to 

answer the problem formulation. Based on the results of this study, namely, the existence of 

the substance and explanation of Article 74 of Law Number 08 of 2010 concerning the 

Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering which was tested against the 

1945 Constitution of the Republic of Indonesia by the applicant and the application was 

accepted and fully granted by the judge. The Constitutional Court as stated in the decision 

letter Number 15/PUU-XIX/2021. So that in the decision of the Constitutional Court on June 

29, 2021 No.15/PUU-XIX/2021 the Judges of the Constitutional Court issued a verdict and 

granted the petitioners' petition in its entirety. 

Keywords: Civil Service Investigator, Money Laundering, Constitutional Court 
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A. Latar Belakang Masalah  

Pencucian uang (money laundering) adalah bentuk kejahatan yang ada. Pelaku hasil 

tindak pidana ini dapat ditelusuri berdasarkan aset atau harta kekayaan seseorang  untuk 

berikutnya dari hasil rampasan tersebut diserahkan kepada negara dan atau dikembalikan 

pada yang berhak. Dalam tindakan Pencucian uang yang paling dikejar adalah kekayaan 

atau harta dengan berbagai cara tanpa alasan. Bila semua hasil yang ada dapat disitamaka 

hal ini akan otomatis mengurangi bahkan dapat menghilangkan kejahatan ini.  

Pada saat ini tindakan pencucian uang (money laundering) telah menjadi suatu 

kejahatan bertipe baru dan menjadi tantangan dunia internasional. Sementara ini tidak 

ada definisi yang universal dan komperatif untuk mendefinisikan tindakan pencucian 

uang, dari berbagai lembaga serta organisasi mereka menyatakan perspektif yang saling 

berbeda akan adanya tindakan pencucian uang. Asal–usul kata “pencucian uang“ terdapat 

berbagai macam versi, ada yang berdasarkan dari sebuah kasus kelompok Al Capone 

pada tahun 1920-an, kelompok itu terkenal karena menjalankan bisnis di bidang  obat-

obatan terlarang dan pelacuran illegal, mereka ingin membersihkan uang dari hasil bisnis 

terlarang tersebut dan mengkaburkan penyelidikan dari aparat penegak hukum terhadap 

hasil bisnisnya.  

Pada dasarnya semua pelaku kejahatan pencucian uang akan berusha untuk 

menghilangkan dan menyamarkan harta kekayaanya agar tidak dapat terlacak oleh aparat 

penegak hukum, sehingga dapat dipergunakan dengan leluasa untuk berbagai hal. Oleh 

karenanya UU No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang yang menerangkan TPPU akan mengancam stabilitas dan 

integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta dapat membahayakan sendi-

sendi perekonomian kehidupan masyarakat Negara Republik Indonesia1.   

Untuk selanjutnya atas dasar maraknya praktik tindak kejahatan pencucian uang 

maka dilakukanlah pengesahan Undang-Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah Undang-

Undang tersebut disahkan ada beberapa pihak yang menyatakan kurang puas terhadap isi 

dari Undang-Undang tersebut dan mencoba untuk mengujinya ke Mahkamah Konstitusi 

dengan melampirkan bukti-bukti yang autentik. Pihak-pihak tersebut berjumlah 5 orang 

dan telah melakukan penggugatan untuk menguji keberadaan Undang-Undang terkait 

TPPU. Berikut ini adalah dasar atau pokok permohonan yang mereka ajukan : 

1. Pertentangan substansi antara Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang menimbulkan ketidakpastian hukum; 

2. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

(TPPU) mengakibatkan terjadinya perbedaan perlakuan terhadap pihak yang 

berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan pihak 

yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah 

pada tulisan ini yaitu : Bagaimanakah Kewenangan PPNS dalam Melakukan Penyidikan 

Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang ? 

  

  

 
 1 Hana krismanurti, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”, Dosen Tetap Yayasan Tri Bhakti 

Langlangbuana 
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C. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif 

(penelitian kepustakaan) merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data 

sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan studi 

kasus putusan (MA) Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XIX/2021. Kemudian pendekatan 

yang digunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif yakni dengan 

kajian perundang-undangan (State Approach). Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mempelajari, 

seperti buku, artikel/jurnal, serta tulisan lainya yang sesuai dengan pokok pembahasan 

untuk selanjutnya di lakukan analisis. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik POLRI yang memiliki kedudukan 

serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum 

pidana. Adapun PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang-

Undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang 

menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.2 

Adapun kedudukan maupun eksistensi PPNS dalam sistem peradilan pidana dapat 

dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah 

pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu 

terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian 

merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya 

masing-masing. Serta dapat pula diketemukan dalam masing-masing Undang-Undang 

yang menjadi dasar hukum PPNS melakukan penyidikan. Misalnya dalam Pasal 89 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menegaskan bahwa Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 

bidang Merek. 

 Berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tersebut, PPNS dapat 

dibentuk lingkungan instansi pemerintahan tertentu, seperti: instansi Bea Cukai, Imigrasi, 

Kehutanan, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan sebagainya. Sehingga 

jika dilihat lebih lanjut dari segi kelembagaan, PPNS bukan merupakan subordinasi dari 

lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal 

Justice System). Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia 

mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai Panca Wangsa penegak 

hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 

2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 

1986), Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 

Tahun 2003). 

Walaupun PPNS diberikan kewenangan menyidik sesuai dengan undang-undang yang 

menjadi dasar hukumnya, namun, keberadaan PPNS di luar subsistem peradilan pidana, 

tidak boleh mengacaukan jalannya sistem peradilan pidana yang telah ada dan diperlukan 

suatu ketentuan yang mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan PPNS agar 

 
2 Mulyadi, Lilik, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik, Alumni, Bandung 
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tidak menimbulkan tumpang tindih dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polri, 

yang merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana. 

Mengenai hal tersebut, di dalam KUHAP sebagai telah mengatur bagaimana cara 

penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan 

penyidikan dengan penyidik polri, antara lain : 

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan 

penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri); 

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik 

pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan 

(Pasal 107 ayat (1) KUHAP); 

3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang 

adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik 

pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya 

kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP); 

4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil 

penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil 

penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil 

melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP); 

5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan 

kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik 

Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP). 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2003, Pencucian uang 

adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, menghibahkan, dan membawa 

keluar negeri atas harta yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud 

untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-

olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pidana dibidang ekonomi adalah suatu perbuatan 

yang melanggar ketentuan dalam peraturan hukum dibidang ekonomi, ketentuan mana 

tersebar dalam berbagai peraturan. Adapun menurut peraturan tindak pidana ekonomi 

dapat ditemukan pada pada Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955.  

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 2003 yang dikatakan pencucian 

uang adalah usaha untuk memutihkan asal usul uang dari hasil kejahatan seperti :  

a. Korupsi; 

b  Perdagangan wanita dan budak; 

c. Penyuapan;  

d. Perdagangan senjata gelap; 

e. Penyelundupan barang; 

f. Penculikan; 

g. Penyelundupan tenaga kerja;  

h. Terorisme; 

i. Penyelundupan Imigran;  

j. Pencurian; 

k. Perbankan; 

l. Narkotika; 

m. Psikotropika dan lain-lain; 

n. Pengelapan 
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Secara umum ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi 

dan dinyatakan sebagai tindak pidana. 3Pertama, karena pengaruhnya pada sistem 

keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya 

dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya 

praktik pencucian uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan 

yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana-dana banyak yang 

kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana 

terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, 

walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu 

negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena 

pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan 

publik terhadap sistem keuangan internasional, praktik pencucian uang dapat 

mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional, dan kejahatan 

terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada 

ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga 

merupakan akibat negatif dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif 

itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

dunia. Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih 

memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang 

kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah 

dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan pendekatan follow the money, kegiatan 

menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan 

diberantas. Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari 

“menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Di banyak negara dengan 

menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak 

hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan 

hukum. Ketiga, dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan 

dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia 

jasa keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk 

menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada tokoh-tokoh yang ada 

dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka 

tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil 

tindak pidana 

 

E. Pembahasan  

1. Kasus Posisi 

  Pada tanggal 14 April 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan 

Nomor 6/PUU/PAN.MK/AP3/4/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 

Konstitusi dengan Nomor 15/PUU-XIX/2021 pada tanggal 21 April 2021, yang telah 

diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2021 yang 

menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Objek permohonan ini adalah pengujian Undang-Undang, dalam hal ini Penjelasan 

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya sepanjang kalimat pada 

alinea pertama “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah 

pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk 

melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta 

Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian 

 
3 Lihat Pedoman I: Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Bagi PJK, Jakarta: 

PPATK, 2003. 
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Keuangan Republik Indonesia”, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk 

mengadili dan memutus permohonan ini. 

b. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah orang perorangan warga 

Negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam 

hal ini berupa hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, 

hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat 

(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

c. Kesempatan para Pemohon untuk berbakti dan berpartisipasi langsung dalam 

membangun negeri semakin terbuka saat para Pemohon diangkat menjadi Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dengan diangkatnya para Pemohon sebagai 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Pemohon 

berkesempatan untuk memberantas tindak pidana yang sangat merugikan 

kepentingan bangsa dan negara yang terjadi di ruang lingkup tugasnya masing-

masing 

d. Para Pemohon memahami bahwa upaya penegakan hukum atas tindak pidana yang 

berada dalam ruang lingkup tugasnya masing-masing sangat berkaitan erat dengan 

motif pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial dan dampak ekonomi yang 

dapat ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, untuk 

memaksimalkan tujuan dari proses penegakan hukum, diperlukan upaya 

pengarusutamaan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan rezim anti 

pencucian uang, yang diaplikasikan dengan menelusuri ada atau tidaknya dugaan 

tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal yang berada 

dalam ruang lingkup kewenangan para Pemohon. Permasalahannya, para Pemohon 

tidak dapat serta merta mengaplikasikan pemikiran tersebut, karena para Pemohon 

meyakini hal tersebut akan melanggar peraturan perundang-undangan. 

 

2. Alasan-Alasan Permohonan Yang Disampaikan Pemohon 

Pada tahun 2005 sampai dengan 2001 terdapat 459 kasus  yang telah 

memperoleh keputusan dari pengadilan negeri. Adanya praktik tindak pidana 

pencucian uang tersebut kian membuat semakin krisis karena dapat berdampak lebih 

serius serta menimbulkan tindak kejahatran yang lebih besar. Merujuk pada data 

statistik pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 4 

Permasalahan terkait tindak pidana pencucian uang yang kemudian diangkat 

oleh pihak kepolisian dan direspon sang pembuat UU No.8 Tahun 2010 terkait 

mencegah dan membrantas tindak pidan pencucian uang menambah instansi yang bisa 

menyelidiki tindak pidana pencucian uang menjadi 6 (enam) instansi, yaitu kepolisian, 

kejaksaan, BNN, Direktorat Pajak, Direktorat Bea dan Cukai serta KPK, namun terkait 

adanya penambahan instansi yang berhak menyelidiki tindak pidana pencucian uang 

masih dikira belum menempuh kata efektif untuk megurangi bidang kerja dari 

kepolisian. Padahal tidak semua kejahatan termasuk dalam bidang penyidikan 

kepolisian seperti halnya kejahatan kehutanan, lalu di bidang lingkungan hayati, 

kelautan dan perikanan. Hal tersebutlah yang menjadi alasan utama pemohon guna 

melakukan permohonan terkait pengujian UU TPPU terhadap UUD 1945. 

UU TPPU dibuat agar proses penyidikan kejahatan tersebut tidak hanya 

bertumpu pada satu instansi tetapi dengan menerapkan beberapa instansi yang 

memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait Tindap Pidana Pencucian 

 
4 Kurniawan, Dedy. "PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PADA ORGANISASI PUBLIK: 

STUDI PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)." Accounting 

and Business Information Systems Journal 2.4 (2019).  
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Uang. Salah satu perwakilan anggota KPK berpendapat bahwa hal yang terjadi di 

lapangan merupakan kesalahn teknis, yang dikarenakan laporan mengenai adanya 

TPPU tidak bersumber secara jelas sehingga membuat KPK kesusahan guna 

menyelidiki kasus-kasus tersebut.  

Untuk mencapai sebuah tujuan dalam proses penegakan hukum dan 

mebersihkan praktik kejahatan tindak pidana pencucian uang maka sangat diperlukan 

hubungan yang kuat dan terbuka antar sesama instansi yang berwenang dalam 

menegakan hukum tersebut. Untuk mempedomani dalam proses pembersihan praktik 

kejahatan TPPU maka dibentuklah UU No. 8 Tahun 2010. Disisi lain negara Indonesia 

juga harus patuh terhadap aturan baku internasional di bidang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang tertuang dalam Financial Action 

Task Force on Money Laundering (FATF).  

 

3. Pokok Permohonan Yang Disampaikan Oleh Pemohon 

Di dalam surat Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 terdaapat beberapa pokok-

pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Mereka menganggap terjadi 

perbedaan makna antara Pasal 74 dan  penjelasan Pasal 74 UU No.8 Tahun 2010 

terkait Pencegahan serta Pemberantasan TPPU serta mengakibatkan ketidakpastian 

aturan. Beberapa pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon dan terbagi 

menjadi beberapa poin. 

a) Pasal 74 UU TPPU menetapkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang 

dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Dan itu dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum acara dan ketentuan hukum. Kedua ketentuan tersebut berlaku 

dan tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam UU TPPU. Tindak pidana yang 

dimaksud dalam Pasal 74 adalah 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, antara lain tindak pidana 

korupsi, narkotika, perdagangan orang, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, dan 

kapal penangkap ikan; 

b) Kutipan “yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal” dalam Pasal 74 

berkaitan dengan jenis tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) dan 

dengan memperhatikan ketentuan lain dalam Undang-Undang TPPU dapat 

disimpulkan bahwa penyidikan TPPU harus dilakukan oleh penyidik yang 

berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal. Misalnya, 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berwenang mengusut tindak pidana 

pencucian uang yang penghasilannya dari hasil korupsi; 

c) Pasal 74 UU TPPU yang menjelaskan pengertian pasal 74 UU TPPU melalui 

susunan kalimat “dimaksud dengan ”penyidik tindak pidana asal“ dapat diartikan 

adalah pejabat 6 instansi yang berwenang secara sah untuk melakukan penyidikan 

yang dapat menimbulkan keraguan dalam penyidikan, artinya hanya 6 instansi 

yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang; 

d) Pengertian pasal 74 UU TPPU dengan ketentuan frasa “Yang dimaksud dengan 

“detektif predikat" mengakibatkan ambiguitas, seolah-olah peraturan baru dibuat 

dan makna tersembunyi dari aslinya dihilangkan. 

 

4. Pertimbangan Hukum Terhadap Pokok Permohonan Yang Disampaikan Oleh 

Pemohon 

Pasal 74 UU TPPU memerintahkan bahwa proses penyidikan dilakukan oleh 

penyidik tindak pidana asal. Dan dilakukan berdasarkan dengan ketentuan hukum acara 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. kedua ketentuan tersebut berlaku dan 

tidak ada ketentuan lain di dalam Undang-Undang TPPU. Jika kutipan isi “dilakukan 

oleh penyidik pidana asal” dihubungkan dengan tindak pidana yang terdapat di Pasal 2 

ayat (1) UU No. 08 Tahun 2010dapat diambi kesimpulan bahwa proses penyidikan 
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TPPU dapat dilakukan oleh instansi yang memiliki wewenang untuk melakukan 

penyidikan. Itu artinya menurut pemohon bahwa setiap kemeterian lingkungan hidup 

dan kehutanan, serta kemeterian kalautan dan perikanan masing-masing berhak untuk 

melakukan penyidikan terhadap TPPU jika terjadi di bawah instansi mereka sendiri.  

Berdasarkan isi pasal 74 UU TPPU bahwa pemohon tidak dimungkinkan untuk 

mrlakukan tindak penyidikan pidana asal karena di dalam pasal 74 UU TPPU telah 

menentukan yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal hanya ada 6  yaitu 

Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai 

Kementerian Keuangan5. Menurut pemohon terdapat pertentangan antara penjelasan 

dan ketentuan di pasal 74 UU TPPU, didalam ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 

8/2010 menunjukkan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dengan 

tidak memberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang kepada 

penyidik pegawai negeri sipil di instansi lain, selain 6 penyidik pidana asal yang 

disebutkan di dalam ketentuan a quo dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) 

dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 1 angka 1 Pasal 6 ayat (1) KUHAP 

menujukan bahwa pada dasarnya kedudukan hukum dari Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil juga bagian dari integrated criminal justice system, sama seperti penyidik dari 

Kepolisian.  

Para Pemohon mengatakan dalam pasal 74 UU TPPU adanya perbedaan 

tindakan terhadap terduga yang melakukan praktik TPPU, kemudian jika hasil 

penyelidikan membuktikan bahwasannya ada indikasi yang memberatkan atau 

membuktikan bersalah maka tahapan ini akan dinaikan kepada tahap penyidikan, 

penuntutan dan ke tahap berikutnya. Berlawanan dengan itu, jika ternyata laporan 

tersebut tidak mengandung unsur pidana, maka proses penegakan hukum harus 

dihentikan. Kemudian pada saat proses penyidikan TPPU diakukan oleh pihak internal 

dari suatu instansi dan kemudian menemukan bukti temuan terkait dugaan TPPU maka 

hanya boleh disampaikan ke penyidik kepolisian. Menurut Pemohon, pengalihan bukti 

temuan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dari penyidik asal kepada penyidik 

kepolisian telah menimbulkan akibat teknis berupa dimulainya penyidikan baru 

terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang oleh kepolisian. Artinya, sesuai dengan 

ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, polisi akan menentukan kembali ada atau 

tidaknya dugaan pencucian uang. Selain waktu dan tenaga, keadaan ini juga 

mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak efisien karena polisi tentu 

membutuhkan uang untuk melakukan serangkaian tindakan yang sebenarnya dilakukan 

oleh penyidik asli dan mungkin ada kesenjangan pengetahuan antara penyidik. dan 

penyidik Polisi, yang dapat menyebabkan penyelidikan dan penyidikan yang panjang. 

Penyidik Polri sebatas menerima permintaan koordinasi dan tindak lanjut dari penyidik 

dalam hal tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP. 

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sangat menghambat upaya 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan melanggar ketentuan Pasal 24 ayat 1, 

Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.   

Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang 

dapat melakukan penyidikan apabila ditemukan adanya tindak pidana pencucian uang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 adalah penyidik catatan 

kriminal. Namun, jika melihat penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010, tidak semua penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal dan 

kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup dari dugaan tindak pidana 

pencucian uang dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, 

kecuali Penyidik 6 (enam) instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, serta 

 
5 Hanafi amrani, “wewenang komisi pemberantasan korupsi melakukan penuntutan tindak pidana pencucian 

uang: analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 77/PU-XI2014”, Universitas Islam Indonesia 
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Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia. Dengan kata lain, apabila penyidikan tindak pidana asal 

yang dilakukan di luar 6 (enam) lembaga tersebut menemukan adanya dugaan tindak 

pidana pencucian uang, maka penyidik asal tidak berwenang melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana pencucian uang dan harus dilimpahkan kepada penyidik 

kepolisian untuk melakukan penyidikan penyelidikan.  

Dari penjabaran serta penjelasan mengenai pertimbangan hukum di atas, maka 

yang terdapat didalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menetapkan 

pengertian “penyidik tindak pidana asal” sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pengenaan pembatasan terhadap badan hukum 

yang berwenang menjadi penyidik tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi 

penyidik pidana pengkhotbah, penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 menunjukkan bahwa pegawai negeri khususnya didiskriminasikan dalam tindak 

pidana pencucian uang. Karena jika penyidik TPPU sedang mengusut TPPU, maka 

prosesnya akan dipercepat, baik dari segi teknis maupun isi. Oleh karena itu penyidik 

tindak pidana asal yang menemukan tindak pidana pencucian uang harus segera 

diberdayakan, sehingga penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 harus 

dinyatakan inkonstitusional, kecuali jika ditafsirkan sepenuhnya termasuk dalam a quo. 

keputusan kasus akan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan semua pertimbangan hukum, 

Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para pemohon untuk keseluruhannya 

beralasan menurut hukum. 

 

5. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi 

Setelah mendapati serangkaian proses panjang pemeriksaan gugatan Pengujian 

UU No 8 Th 2010 terhadap UUD 1945, akhirnya hakim Mahkamah Konstitusi 

menyatakan putusanya. Atas pertimbangan dari beberapa pertimbangan hukum yang 

ada pokok permohonan yang dimohonkan beralasan menurut hukum, dan hakim 

mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  

Selanjutya MK memberikan pernyataan pada pasal 74 UU No.08 Tahun 2010  

tentang Pencegahan dan pembersihan TPPU yang menerangkan tentang penyidik 

pidana asal adalah pejabat dari instansi yang diberi wewenang oleh Undang-undang 

untuk melakukan penyidikan, yaitu kepolisian, kejaksaan, BNN, Ditjen Pajak dan ditjen 

bea cukai serta KPK dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertentengan 

dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikatnya 

sebagaimana termaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah 

pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan 

untuk melakukan penyidikan”6 

 

F. Penutup 

1. Kesimpulan 

   Atas dasar maraknya praktik tindak kejahatan pencucian uang maka 

dilakukanlah pengesahan UU No.08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah UU tersebut disahkan ada 

beberapa oraang yang kurang puas terhadap isi dari Undang-Undang tersebut dan 

mencoba untuk mengujinya ke Mahkamah Konstitusi dengan melampirkan bukti-bukti 

yang autentik. Ada sekelompok orang yang berjumlah 5 orang melakukan 

 
6 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 terkait Putusan  

permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

(2021) 
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penggugatan untuk menguji keberadaan Undang-Undang TPPU. Berikut ini ini adalah 

dasar atau pokok permohonan yang mereka ajukan : 

a. Pertentangan substansi antara Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU No 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana ini justru 

menyebabkan hukum yang tidak pasti; 

b. Mengenai Pasal 74 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

kasus Pencucian Uang mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan terhadap 

pihak yang berwenang melakukan penyidikan kasus pencucian uang dan pihak 

yang diduga melakukan kasus  pencucian uang. 

     Setelah mendapati serangkaian proses panjang pemeriksaan gugatan. 

Pengujian Undang-Undang No 8 Tahun 2010 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, 

akhirnya hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan putusanya. Atas pertimbangan dari 

beberapa pertimbangan hukum yang ada pokok permohonan yang dimohonkan 

beralasan menurut hukum, dan hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

seluruhnya. 

    Selanjutya MK memberikan pernyataan pada pasal 74 UU No.08 Tahun 2010  

tentang Pencegahan dan pembersihan TPPU yang menerangkan tentang penyidik 

pidana asal adalah pejabat dari instansi yang diberi wewenang oleh Undang-undang 

untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Ditjen 

Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

bertentengan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang 

mengikatnya sebagaimana termaknai Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana 

asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi 

kewenangan untuk melakukan penyidikan 

 

2. Saran 

    Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi dari suara rakyat, 

rakyat disini berhak mengutarakan semua pemikiranya dalam koridor tidak melanggar 

tata aturan yang ada. Dalam tata peraturan yang telah ada jika kemungkinan menurut 

raktyat sendiri terdapat kekurangan atau kesalahan maka berhak untuk menyampaikan 

pendapatnya, misalkan saja dengan melakukan pengujian praturan perundang-

undangan yang ada. Dalam mengajukan pengujian tersebut sebaiknya masyarakat 

harus bisa memahami dan menguasi perihal apa yang akan di sampaikan sehingga 

dapat memeberikan hasil akhir yang optimal dari permohonan yang disampaikan. 
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